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MISSION ECONOMY DAN KEADILAN SOSIAL:
MENGARAHKAN INOVASI UNTUK
KESEJAHTERAAN BERSAMA

Abstrak

Artikel ini membahas gagasan Mission Economy sebagai paradigma baru
dalam ekonomi politik inovasi, pembangunan, dan keadilan sosial. Konsep
ini terutama dikembangkan oleh Mariana Mazzucato melalui kritiknya
terhadap pandangan pasar bebas yang menempatkan negara hanya
sebagai pengoreksi kegagalan pasar. Dalam pendekatan Mission Economy,
negara tidak sekadar memperbaiki pasar setelah terjadi kegagalan, tetapi
ikut membentuk arah pasar, menggerakkan inovasi, membangun kapasitas
publik, dan mengoordinasikan berbagai aktor untuk menyelesaikan
tantangan besar masyarakat. Tantangan tersebut mencakup perubahan
iklim, kesehatan publik, ketahanan pangan, kemiskinan, ketimpangan
digital, energi bersih, pendidikan, perumahan, dan transformasi industri.
Artikel ini menempatkan Mission Economy dalam kerangka keadilan sosial
dengan menekankan bahwa inovasi tidak boleh hanya dinilai dari
pertumbuhan ekonomi, valuasi perusahaan, atau keuntungan privat, tetapi
dari kontribusinya terhadap kesejahteraan bersama. Dengan menggunakan
perspektif mission-oriented innovation policy, entrepreneurial state, public
value, dan common good economy, artikel ini berargumen bahwa inovasi
harus diarahkan oleh tujuan publik yang jelas, disertai pembagian risiko
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dan manfaat yang adil, serta didukung oleh tata kelola yang demokratis,
transparan, dan akuntabel. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini
relevan untuk hilirisasi sumber daya alam, transisi energi, digitalisasi
UMKM, pendidikan berbasis Al, kesehatan preventif, ketahanan pangan,
ekonomi biru, dan pembangunan daerah. Artikel ini menyimpulkan bahwa
masa depan inovasi tidak cukup diarahkan oleh pertanyaan “apa yang bisa
dikomersialkan?”, tetapi harus menjawab “masalah publik apa yang harus
diselesaikan bersama?”

Kata kunci: Mission Economy, Mariana Mazzucato, inovasi, keadilan sosial,
negara kewirausahaan, nilai publik, kebijakan berbasis misi, kesejahteraan
bersama, transformasi industri, Indonesia.

1. Pendahuluan: Ketika Inovasi Harus Memiliki Arah Moral

Dalam ekonomi modern, inovasi sering dipahami sebagai mesin
pertumbuhan. Inovasi menghasilkan produk baru, teknologi baru, proses
produksi baru, model bisnis baru, dan pasar baru. Inovasi mempercepat
produktivitas, memperbesar keuntungan, membuka lapangan kerja,
meningkatkan daya saing, dan memperluas pilihan konsumen. Karena itu,
hampir semua negara, perusahaan, universitas, dan lembaga
pembangunan berbicara tentang pentingnya inovasi.

Namun, pertanyaan yang lebih mendasar jarang diajukan: inovasi untuk
apa, untuk siapa, dan dengan konsekuensi apa? Tidak semua inovasi
otomatis meningkatkan kesejahteraan bersama. Sebagian inovasi
memperluas akses kesehatan, pendidikan, pangan, energi, dan informasi.
Tetapi sebagian lain justru memperkuat monopoli digital, memperbesar
konsumsi berlebihan, menggantikan pekerjaan tanpa perlindungan sosial,
mengumpulkan data warga tanpa kontrol publik, atau menciptakan
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teknologi yang lebih melayani keuntungan privat daripada kebutuhan
masyarakat.

Di sinilah gagasan Mission Economy menjadi penting. Mariana Mazzucato
mengusulkan agar ekonomi tidak hanya dipahami sebagai kumpulan
transaksi pasar, tetapi sebagai proyek kolektif yang dapat diarahkan untuk
menyelesaikan tantangan besar masyarakat. Dalam laman resminya,
Mission Economy dijelaskan sebagai karya yang mengajak kita melihat
tantangan besar secara berbeda, yaitu dengan memikirkan ulang kapasitas
dan peran pemerintah dalam ekonomi dan masyarakat serta memulihkan
kembali rasa tujuan publik (public purpose). (Mariana Mazzucato)

Gagasan ini menantang pemikiran ekonomi konvensional yang sering
memosisikan negara hanya sebagai pengoreksi kegagalan pasar. Dalam
pendekatan lama, pasar dianggap sebagai mekanisme utama pencipta
nilai, sedangkan negara hadir ketika pasar gagal: mengatasi eksternalitas,
menyediakan barang publik, mengatur monopoli, atau membantu
kelompok miskin. Mazzucato tidak menolak fungsi korektif negara, tetapi ia
menilai peran itu terlalu sempit. Negara, menurutnya, juga dapat
membentuk pasar, menciptakan arah inovasi, membiayai risiko awal,
membangun kapasitas produktif, dan memastikan bahwa hasil inovasi
dibagikan secara adil.

Pendekatan mission-oriented innovation policy kini juga mendapat
perhatian luas dalam kebijakan publik internasional. OECD menjelaskan
bahwa negara-negara mulai memakai kebijakan inovasi berorientasi misi
sebagai strategi untuk menghadapi tantangan sosial yang kompleks,
dengan menetapkan tujuan dan kerangka waktu yang jelas, serta
menyelaraskan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan regulasi untuk
menghasilkan solusi kolaboratif. (OECD) Uni Eropa, misalnya,
mengembangkan EU Missions dalam Horizon Europe untuk menghadapi
isu perubahan iklim, kanker, restorasi laut, kesehatan tanah, dan kota
cerdas-netral iklim. (Research and innovation)
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Dengan demikian, Mission Economy bukan sekadar teori tentang inovasi. la
adalah teori tentang arah pembangunan. la bertanya: apakah ekonomi
hanya dibiarkan bergerak sesuai sinyal harga dan keuntungan, ataukah
masyarakat berhak menetapkan misi bersama? Apakah negara cukup
menjadi penyedia regulasi minimum, ataukah negara harus membangun
kapasitas untuk mengarahkan transformasi? Apakah inovasi cukup dinilai
dari paten, ekspor, atau nilai pasar, ataukah harus dinilai dari dampaknya
terhadap keadilan sosial?

Artikel ini membahas Mission Economy sebagai kerangka untuk
menyatukan inovasi dan keadilan sosial. Argumen utamanya adalah bahwa
inovasi harus diarahkan untuk kesejahteraan bersama. Inovasi yang tidak
memiliki arah moral dapat memperkuat ketimpangan. Sebaliknya, inovasi
yang diarahkan oleh misi publik dapat memperluas kesempatan,
meningkatkan kualitas hidup, memperkuat daya saing nasional, dan
memperbaiki hubungan antara negara, pasar, masyarakat, dan alam.

2. Dari Market Failure ke Market Shaping

Dalam teori ekonomi arus utama, negara biasanya diberi peran ketika
terjadi market failure. Pasar gagal ketika harga tidak mencerminkan biaya
sosial, informasi tidak sempurna, barang publik tidak cukup disediakan,
atau monopoli menghambat kompetisi. Dalam kerangka ini, negara
berperan sebagai korektor. Negara hadir setelah pasar gagal.

Mazzucato mengkritik pandangan ini karena terlalu defensif. Jika negara
hanya dipahami sebagai korektor, maka kebijakan publik menjadi reaktif.
Negara menunggu pasar bekerja, lalu menambal kerusakan. Negara
memperbaiki polusi setelah terjadi, memberi bantuan setelah ketimpangan
melebar, menyelamatkan bank setelah krisis, atau membiayai riset dasar
tanpa memastikan pembagian manfaatnya.

Pendekatan market shaping berbeda. Negara tidak hanya memperbaiki
pasar, tetapi ikut membentuk pasar. Pasar energi bersih, kendaraan listrik,
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vaksin, internet, ruang angkasa, bioteknologi, dan teknologi digital tidak
muncul begitu saja. Pasar-pasar tersebut dibentuk oleh investasi publik,
regulasi, standar, riset dasar, pengadaan pemerintah, kebijakan industri,
pembiayaan jangka panjang, dan koordinasi lintas aktor.

Mazzucato menunjukkan bahwa mitos “sektor privat selalu inovatif dan
negara selalu lamban” tidak sesuai dengan sejarah inovasi. Dalam karya
The Entrepreneurial State, ia menekankan bahwa banyak inovasi penting
terjadi karena negara berani membiayai risiko awal yang terlalu besar bagi
sektor swasta. Laman resmi bukunya menjelaskan bahwa dalam berbagai
kasus, dari teknologi informasi, bioteknologi, nanoteknologi, hingga
teknologi hijau, sektor privat sering berani berinvestasi setelah negara
mengambil risiko awal yang besar. (Mariana Mazzucato)

Namun, pengakuan terhadap peran negara saja belum cukup. Pertanyaan
keadilan muncul ketika publik menanggung risiko tetapi keuntungan
akhirnya diprivatisasi. Jika riset vaksin, energi bersih, kecerdasan buatan,
atau teknologi digital mendapat dukungan publik, maka masyarakat
berhak memperoleh manfaat publik: harga yang terjangkau, akses yang
luas, pekerjaan layak, pajak yang adil, transfer teknologi, dan perlindungan
data.

Di sinilah Mission Economy bertemu dengan keadilan sosial. Negara bukan
hanya perlu membentuk pasar, tetapi harus membentuk pasar dengan
tujuan publik. Inovasi tidak boleh hanya diarahkan pada “apa yang
menguntungkan”, tetapi pada "apa yang penting bagi kehidupan
bersama”. Misi publik harus menjawab kebutuhan masyarakat: pangan
bergizi, kesehatan preventif, pendidikan bermutu, energi bersih,
transportasi publik, perumahan layak, kota sehat, laut lestari, dan
digitalisasi yang inklusif.

3. Makna Mission Economy: Ekonomi sebagai Proyek Kolektif
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Mission Economy berangkat dari metafora “moonshot”, yaitu misi
pendaratan manusia di bulan. Misi Apollo bukan sekadar proyek teknologi
roket. la merupakan proyek nasional yang menggabungkan visi politik,
sains, industri, universitas, pengadaan publik, koordinasi organisasi,
pembiayaan jangka panjang, dan keberanian mengambil risiko. Mazzucato
menggunakan contoh ini bukan untuk mengatakan bahwa semua masalah
sosial dapat diselesaikan seperti program luar angkasa, melainkan untuk
menekankan pentingnya tujuan ambisius yang mampu menggerakkan
banyak sektor.

Dalam pendekatan misi, negara menetapkan arah. Tetapi negara tidak
bekerja sendirian. Misi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, universitas, lembaga riset, perusahaan, koperasi,
UMKM, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan warga. Misi bukan instruksi
birokratis satu arah, melainkan proses ko-kreasi.

OECD mendefinisikan kebijakan inovasi berorientasi misi sebagai paket
kebijakan dan regulasi yang terkoordinasi untuk memobilisasi inovasi
dalam rangka mencapai tujuan sosial yang jelas dalam jangka waktu
tertentu. (Observatory of Public Sector Innovation) Definisi ini penting
karena misi memiliki beberapa ciri: tujuan jelas, batas waktu, orientasi hasil,
koordinasi lintas sektor, pembelajaran berkelanjutan, serta penggabungan
kebijakan riset, industri, pembiayaan, regulasi, dan pengadaan.

Sebuah misi berbeda dari slogan pembangunan. “Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi” bukan misi yang memadai karena terlalu umum
dan tidak menjawab pertanyaan pertumbuhan untuk apa. Sebaliknya,
“mengurangi stunting anak hingga tingkat tertentu melalui pangan bergizi,
sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan ibu, dan sistem data terpadu dalam
sepuluh tahun” adalah misi yang lebih konkret. “Menjadikan 100 kota
rendah karbon dengan transportasi publik terintegrasi dan kualitas udara
sehat pada 2045" juga lebih dekat pada logika misi karena memiliki arah,
indikator, aktor, dan jangka waktu.


https://oecd-opsi.org/work-areas/mission-oriented-innovation/?utm_source=chatgpt.com

Rudy C Tarumingkeng: Mission Economy dan Keadilan Sosial:

Mengarahkan Inovasi untuk Kesejahteraan Bersama

Misi juga berbeda dari proyek. Proyek biasanya terbatas pada satu institusi,
satu anggaran, atau satu output. Misi bersifat lintas sektor dan sistemik.
Misalnya, misi “energi bersih terjangkau” tidak hanya memerlukan
pembangunan pembangkit energi terbarukan. la memerlukan reformasi
jaringan listrik, penyimpanan energi, industri komponen, pembiayaan hijau,
pelatihan tenaga kerja, riset baterai, tata ruang, reformasi subsidi,
perlindungan konsumen miskin, dan transisi bagi pekerja sektor fosil.

Dengan demikian, Mission Economy adalah cara berpikir tentang ekonomi
sebagai proyek kolektif. Ekonomi tidak sekadar tumbuh; ekonomi
diarahkan. Inovasi tidak sekadar muncul; inovasi dibentuk. Negara tidak
sekadar membelanjakan anggaran; negara membangun kapasitas.
Perusahaan tidak sekadar mengejar laba; perusahaan diajak berkontribusi
pada nilai publik. Warga tidak sekadar menjadi konsumen; warga menjadi
peserta dalam menentukan tujuan pembangunan.

4. Keadilan Sosial sebagai Inti Misi

Keadilan sosial harus menjadi inti dari Mission Economy. Tanpa keadilan
sosial, misi publik dapat berubah menjadi proyek teknokratis yang hanya
menguntungkan elite. Misi energi bersih dapat menguntungkan
perusahaan besar tetapi menaikkan biaya bagi rakyat kecil. Misi digitalisasi
dapat memperluas layanan tetapi juga mengeksploitasi data warga. Misi
kesehatan dapat menghasilkan teknologi medis canggih tetapi tidak
terjangkau bagi kelompok miskin. Misi pendidikan dapat melahirkan
platform digital tetapi memperlebar kesenjangan antara sekolah kaya dan
miskin.

Keadilan sosial dalam Mission Economy mencakup sekurang-kurangnya
lima dimensi.

Pertama, keadilan akses. Setiap warga harus dapat menikmati hasil inovasi,
terutama dalam layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan,
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energi, air, transportasi, dan konektivitas digital. Inovasi yang hanya dapat
diakses oleh kelas atas tidak cukup disebut misi publik.

Kedua, keadilan kesempatan. Misi harus membuka peluang bagi aktor yang
selama ini terpinggirkan: UMKM, koperasi, petani kecil, nelayan kecil,
perempuan, generasi muda, daerah tertinggal, masyarakat adat, pekerja
informal, dan penyandang disabilitas.

Ketiga, keadilan distribusi manfaat. Jika negara memberikan subsidi,
insentif, kontrak, lisensi, atau dukungan riset kepada perusahaan, maka
publik harus memperoleh imbal balik. Imbal balik itu dapat berupa harga
terjangkau, royalti, saham publik, pajak adil, kewajiban reinvestasi, transfer
teknologi, atau standar kerja layak.

Keempat, keadilan risiko. Dalam banyak kasus, negara dan masyarakat
menanggung risiko awal inovasi. Karena itu, tidak adil jika ketika berhasil
semua keuntungan hanya dinikmati oleh korporasi. Formula “risiko
disosialisasikan, keuntungan diprivatisasi” harus diganti menjadi “risiko dan
manfaat dibagi secara adil”.

Kelima, keadilan partisipasi. Masyarakat harus dilibatkan dalam perumusan
misi. Misi publik yang disusun hanya oleh elite teknokrat dan korporasi
besar berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Partisipasi warga,
akademisi, organisasi masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku kecil
harus menjadi bagian dari tata kelola misi.

Dalam konteks global, keadilan sosial ini sejalan dengan agenda
Sustainable Development Goals. PBB menyatakan bahwa 17 SDGs
merupakan seruan tindakan universal bagi semua negara untuk
membangun perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet, kini
dan pada masa depan. (Sustainable Development Goals) UNDP juga
menekankan bahwa SDGs bersifat terpadu: tindakan pada satu bidang
memengaruhi bidang lain, dan pembangunan harus menyeimbangkan
dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. (UNDP)
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Dengan demikian, Mission Economy dapat dipahami sebagai cara untuk
mengoperasionalkan SDGs secara lebih strategis. SDGs memberi tujuan
normatif global, sedangkan pendekatan misi memberi cara
mengoordinasikan inovasi, investasi, kebijakan, dan institusi agar tujuan
tersebut dapat dicapai.

5. Public Value: Dari Nilai Pasar ke Nilai Publik

Salah satu kontribusi penting Mazzucato adalah kritik terhadap cara
ekonomi modern memahami nilai. Dalam ekonomi pasar, nilai sering
diidentikkan dengan harga. Sesuatu dianggap bernilai jika memiliki harga
pasar tinggi atau menghasilkan laba. Namun, banyak kegiatan yang sangat
penting bagi kehidupan tidak selalu dihargai tinggi oleh pasar: perawatan,
pendidikan dasar, kesehatan preventif, kebersihan lingkungan, riset dasar,
perlindungan hutan, pekerjaan sosial, dan pelayanan publik.

Sebaliknya, banyak aktivitas yang menghasilkan keuntungan besar belum
tentu menciptakan nilai publik. Spekulasi keuangan, monopoli paten,
penghindaran pajak, eksploitasi data, komodifikasi layanan dasar, dan
bisnis yang merusak lingkungan dapat menghasilkan laba tinggi tetapi
tidak selalu memperbesar kesejahteraan bersama.

Mazzucato membedakan value creation dan value extraction. Value
creation adalah penciptaan nilai nyata yang memperbesar kapasitas
masyarakat. Value extraction adalah pengambilan nilai dari sistem tanpa
kontribusi produktif sepadan. Dalam ekonomi misi, kebijakan publik harus
mampu membedakan keduanya.

Konsep public value mengubah cara kita menilai inovasi. Inovasi bukan
hanya dinilai dari jumlah paten, startup, ekspor, atau valuasi perusahaan.
Inovasi harus dinilai dari apakah ia meningkatkan kesehatan masyarakat,
menurunkan emisi, memperkuat pendidikan, memperluas akses energi,
menciptakan pekerjaan bermartabat, memperkuat UMKM, mengurangi
ketimpangan, dan menjaga alam.
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Dalam artikel Governing the economics of the common good, Mazzucato
mengembangkan gagasan common good untuk melampaui pendekatan
klasik tentang barang publik dan commons, dengan menekankan perlunya
ekonomi diarahkan untuk membentuk tujuan kolektif. Artikel tersebut
diterbitkan dalam Journal of Economic Policy Reform dengan DOI
10.1080/17487870.2023.2280969. (Taylor & Francis Online)

Konsep nilai publik juga mengubah relasi negara dan perusahaan.
Kemitraan publik-swasta tidak cukup hanya menyatakan bahwa swasta
lebih efisien dan publik menyediakan dana. Kemitraan harus disusun
dengan prinsip nilai publik: tujuan jelas, pembagian risiko adil, akuntabilitas
terbuka, standar sosial-ekologis, dan imbal balik bagi masyarakat.

Misalnya, jika negara mendukung industri farmasi melalui riset publik,
insentif pajak, pengadaan, dan pembiayaan, maka harga obat tidak boleh
menjadi tidak terjangkau. Jika negara mendukung industri kendaraan
listrik, maka harus ada syarat energi bersih, standar lingkungan tambang,
pelatihan pekerja, kandungan lokal yang realistis, dan akses transportasi
publik. Jika negara mendukung platform digital, maka harus ada tata kelola
data, perlindungan pekerja gig, pajak yang adil, dan dukungan bagi
UMKM.

6. Negara Kewirausahaan: Kapasitas Publik untuk Mengambil Risiko

Mission Economy membutuhkan negara yang berkapasitas. Negara tidak
cukup memiliki niat baik. Negara harus memiliki kemampuan merancang
misi, mengoordinasikan aktor, membiayai inovasi, mengevaluasi hasil,
belajar dari kegagalan, dan menjaga akuntabilitas.

Mazzucato menyebut negara seperti ini sebagai entrepreneurial state.
Negara kewirausahaan bukan negara yang menggantikan semua peran
pasar, melainkan negara yang berani mengambil risiko strategis,
membangun ekosistem inovasi, dan mengarahkan investasi pada tujuan
publik. Dalam artikel The Entrepreneurial State, Mazzucato menekankan
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bahwa mengabaikan peran kunci negara dalam memajukan inovasi
merupakan salah satu kesalahan besar fundamentalisme pasar. (Lawrence
Wishart)

Namun, negara kewirausahaan berbeda dari negara birokratis yang hanya
menghabiskan anggaran. Negara kewirausahaan memerlukan dynamic
capabilities: kekmampuan mengantisipasi perubahan, mengelola portofolio
proyek, berkolaborasi, belajar, dan memperbaiki kebijakan. Kattel dan
Mazzucato menekankan bahwa kemampuan dinamis sektor publik
merupakan elemen penting dalam kebijakan inovasi berorientasi misi
karena tantangan besar masyarakat memerlukan organisasi publik yang
mampu belajar dan beradaptasi. (OUP Academic)

Kapasitas publik mencakup beberapa hal. Pertama, kapasitas teknis:
kemampuan menganalisis data, merancang kebijakan, memahami
teknologi, dan mengukur dampak. Kedua, kapasitas fiskal: kemampuan
memobilisasi pajak, belanja publik, pembiayaan campuran, dan investasi
jangka panjang. Ketiga, kapasitas regulatif: kemampuan membuat aturan
yang mendorong inovasi tetapi mencegah eksploitasi. Keempat, kapasitas
koordinatif: kemampuan menyatukan kementerian, daerah, universitas,
BUMN, swasta, dan masyarakat. Kelima, kapasitas demokratis: kemampuan
melibatkan warga, mendengar kelompok rentan, dan bertanggung jawab
secara terbuka.

Kelemahan negara tidak boleh dijadikan alasan untuk menyerahkan
semuanya kepada pasar. Sebaliknya, kelemahan negara harus menjadi
alasan untuk membangun kapasitas negara. Jika negara tidak memiliki
kapasitas, maka proyek misi dapat gagal, dikorupsi, dikooptasi, atau
berubah menjadi proyek rente. Karena itu, Mission Economy menuntut
reformasi birokrasi yang lebih dalam: bukan hanya efisiensi administratif,
tetapi kemampuan strategis untuk membentuk masa depan.
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7. Misi, Inovasi, dan Demokrasi

Sebuah misi publik harus demokratis. Jika tidak, misi dapat berubah
menjadi proyek top-down yang memaksakan visi elite kepada masyarakat.
Demokrasi dalam misi memiliki dua arti. Pertama, masyarakat ikut
menentukan masalah apa yang dianggap penting. Kedua, masyarakat ikut
mengawasi bagaimana misi dijalankan.

Contoh sederhana dapat dilihat pada misi kota sehat. Pemerintah dapat
mendefinisikan kota sehat sebagai pembangunan rumah sakit modern dan
aplikasi kesehatan digital. Namun, warga miskin mungkin lebih
membutuhkan air bersih, sanitasi, udara bersih, transportasi publik, ruang
hijau, makanan sehat, dan klinik primer yang dekat. Tanpa partisipasi, misi
kesehatan dapat terlalu teknologis dan kurang menyentuh akar masalah.

Demokrasi juga penting untuk menjaga akuntabilitas perusahaan. Jika
perusahaan menerima kontrak publik dalam misi digitalisasi pendidikan,
masyarakat berhak mengetahui bagaimana data siswa digunakan, apakah
algoritma adil, apakah konten berkualitas, apakah guru dilibatkan, dan
apakah sekolah miskin mendapat manfaat. Jika perusahaan menerima
insentif industri hijau, publik berhak mengetahui dampak lingkungan,
standar pekerja, dan kontribusi pajaknya.

Misi yang demokratis harus memiliki ruang deliberasi: forum warga,
konsultasi publik, keterlibatan akademisi, transparansi data, audit sosial,
dan evaluasi independen. Dalam hal ini, demokrasi bukan penghambat
inovasi, melainkan penjamin legitimasi inovasi.

8. Pembiayaan Misi: Dari Subsidi Pasif ke Investasi Publik Strategis

Tidak ada misi besar tanpa pembiayaan. Namun, pembiayaan misi tidak
boleh sekadar berupa subsidi pasif. Subsidi pasif terjadi ketika negara
memberi insentif kepada perusahaan tanpa arah, tanpa syarat, dan tanpa
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evaluasi hasil. Dalam pendekatan misi, pembiayaan harus strategis,
bersyarat, dan berorientasi hasil.

Mazzucato dan Semieniuk dalam artikel tentang pembiayaan energi
terbarukan menunjukkan pentingnya memahami siapa membiayai apa dan
mengapa hal itu penting. Artikel tersebut diterbitkan dalam Technological
Forecasting and Social Change dengan DOI 10.1016/j.techfore.2017.05.021.
(IDEAS/RePEc) Temuan seperti ini relevan karena transisi energi tidak hanya
membutuhkan jumlah dana besar, tetapi juga jenis pembiayaan yang sabar,
berani mengambil risiko, dan berorientasi jangka panjang.

Pembiayaan misi dapat menggunakan beberapa instrumen: hibah riset,
pengadaan publik, pinjaman lunak, jaminan kredit, dana abadi, bank
pembangunan, obligasi hijau, dana inovasi, insentif pajak bersyarat,
pembiayaan campuran, dan investasi ekuitas publik. Namun, setiap
instrumen harus dikaitkan dengan tujuan publik.

Prinsip utama pembiayaan misi adalah conditionality. Perusahaan yang
menerima dukungan negara harus memenuhi syarat. Syarat itu dapat
berupa kewajiban harga terjangkau, transfer teknologi, standar lingkungan,
upah layak, pelatihan pekerja, penggunaan pemasok lokal yang kompetitif,
pembagian data untuk kepentingan publik, atau reinvestasi laba. Tanpa
syarat, pembiayaan publik dapat berubah menjadi hadiah bagi modal
besar.

Dalam konteks Indonesia, prinsip ini sangat penting. Insentif hilirisasi,
kendaraan listrik, energi terbarukan, digitalisasi, dan kawasan industri harus
disertai indikator nilai publik. Pertanyaannya bukan hanya berapa investasi
masuk, tetapi apakah investasi itu meningkatkan kapasitas nasional,
memperkuat SDM, mengurangi emisi, melindungi pekerja, dan memberi
manfaat kepada daerah.
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9. Kritik terhadap Mission Economy: Risiko Negara Gagal dan Bahaya
Sloganisme

Pendekatan Mission Economy tidak bebas dari kritik. Kritik pertama adalah
risiko government failure. Negara dapat salah memilih misi, salah memilih
teknologi, membuang anggaran, terjebak proyek mercusuar, atau menjadi
alat kepentingan politik jangka pendek. Kritik ini penting karena sejarah
pembangunan menunjukkan banyak proyek negara yang gagal, boros,
atau korup.

Kritik kedua adalah risiko regulatory capture. Misi publik dapat dikooptasi
oleh korporasi besar. Perusahaan dapat menggunakan bahasa misi untuk
memperoleh subsidi, kontrak, atau proteksi tanpa benar-benar
menciptakan nilai publik. Dalam kasus seperti ini, Mission Economy berubah
menjadi kapitalisme rente dengan bahasa progresif.

Kritik ketiga adalah risiko sloganisme. Banyak pemerintah dapat menyebut
programnya sebagai “misi” tanpa memenuhi ciri misi yang sebenarnya. Jika
semua tujuan disebut misi, maka konsep misi kehilangan makna. Misi harus
konkret, terukur, lintas sektor, berbatas waktu, dan memiliki tata kelola
yang jelas.

Kritik keempat adalah risiko teknokratisme. Pemerintah dapat merancang
misi secara terlalu elitis, seolah-olah masalah sosial dapat diselesaikan
hanya dengan teknologi dan ahli. Padahal, masalah seperti kemiskinan,
kesehatan, pendidikan, energi, dan iklim berkaitan dengan kekuasaan,
distribusi, budaya, dan perilaku sosial.

Karena itu, Mission Economy harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian
institusional. Negara harus berani, tetapi tidak boleh sembrono. Negara
harus aktif, tetapi tetap akuntabel. Negara harus menetapkan arah, tetapi
tidak menutup ruang eksperimen. Negara harus bekerja sama dengan
swasta, tetapi tidak tunduk pada swasta. Negara harus memakai teknologi,
tetapi tidak mengabaikan manusia.
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OECD dalam laporan 2024 tentang kebijakan inovasi berorientasi misi
untuk net zero menekankan bahwa MOIP memerlukan orientasi strategis,
koordinasi, tindakan, serta perangkat pemantauan dan evaluasi agar misi
tidak berhenti pada desain tetapi benar-benar dapat diimplementasikan.
(OECD)

10. Mission Economy dan SDGs: Dari Daftar Tujuan ke Mesin
Transformasi

SDGs menyediakan peta moral global: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan,
kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih, energi bersih,
pekerjaan layak, industri dan inovasi, pengurangan ketimpangan, kota
berkelanjutan, konsumsi-produksi bertanggung jawab, aksi iklim,
perlindungan laut, perlindungan daratan, institusi kuat, dan kemitraan
global. Namun, SDGs sering menghadapi masalah implementasi: terlalu
luas, terlalu banyak indikator, terlalu sektoral, dan terlalu bergantung pada
laporan administratif.

Pendekatan misi dapat membantu menjembatani SDGs dengan strategi
implementasi. Misalnya, sebuah negara tidak cukup mengatakan ingin
mencapai SDG 3 tentang kesehatan. Negara dapat merumuskan misi:
“menurunkan kematian ibu dan bayi secara drastis melalui layanan
kesehatan primer, nutrisi, transportasi darurat, data digital, pendidikan
perempuan, dan pembiayaan kesehatan berbasis komunitas dalam sepuluh
tahun.” Misi ini menghubungkan kesehatan, pendidikan, infrastruktur,
teknologi, data, dan perlindungan sosial.

Demikian pula, SDG 7 tentang energi bersih dapat diterjemahkan menjadi
misi: “mewujudkan energi bersih terjangkau bagi desa dan pulau kecil
melalui microgrid, tenaga surya, pelatihan teknisi lokal, pembiayaan
koperasi, dan regulasi tarif yang adil.” SDG 11 tentang kota berkelanjutan
dapat diterjemahkan menjadi misi: “membangun kota dengan transportasi
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publik terintegrasi, kualitas udara sehat, ruang hijau, dan perumahan
terjangkau.”

Dengan demikian, misi adalah cara untuk membuat SDGs lebih
operasional. Misi membantu mengubah tujuan normatif menjadi portofolio
kebijakan, investasi, aktor, indikator, dan pembelajaran.

11. Contoh Internasional: EU Missions sebagai Laboratorium Kebijakan

Uni Eropa memberikan salah satu contoh paling eksplisit dari pendekatan
misi. Dalam Horizon Europe, EU Missions dirancang sebagai inisiatif
berskala besar dengan tujuan jelas dan berbatas waktu untuk menghadapi
tantangan besar seperti perubahan iklim, kanker, restorasi laut, tanah sehat,
dan kota netral iklim. Komisi Eropa menyatakan bahwa misi-misi tersebut
menyatukan peneliti, pembuat kebijakan, warga, dan pemangku
kepentingan untuk mengumpulkan sumber daya dan menghasilkan solusi
konkret bagi manfaat sosial. (Research and innovation)

Ada lima misi utama Uni Eropa: adaptasi terhadap perubahan iklim, kanker,
restorasi laut dan perairan, kota cerdas-netral iklim, serta kesehatan tanah
dan pangan. (trami5Smissions.eu) Hal penting dari contoh ini bukan bahwa
Indonesia harus meniru Uni Eropa secara langsung, melainkan bahwa
masalah besar membutuhkan pendekatan lintas sektor. Kanker bukan
hanya masalah rumah sakit; ia menyangkut pencegahan, riset, data, gaya
hidup, lingkungan, obat, pembiayaan, dan sistem kesehatan. Kota netral
iklim bukan hanya masalah teknologi energi; ia menyangkut transportasi,
bangunan, tata ruang, perilaku warga, pembiayaan, dan pemerintahan
kota.

Pelajaran lain dari EU Missions adalah pentingnya tata kelola. Misi tidak
cukup disusun di atas kertas. la membutuhkan indikator, anggaran,
portofolio proyek, mekanisme koordinasi, keterlibatan warga,
pembelajaran, dan evaluasi. Tanpa itu, misi mudah menjadi label baru
untuk program lama.
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12. Relevansi bagi Indonesia: Mengapa Indonesia Membutuhkan
Ekonomi Berbasis Misi

Indonesia menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks.
Tantangan itu tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian, satu
perusahaan, satu universitas, atau satu daerah. Ketahanan pangan terkait
dengan pertanian, air, iklim, logistik, harga, gizi, lahan, teknologi, dan
perilaku konsumsi. Transisi energi terkait dengan batu bara, listrik, industri,
tarif, investasi, teknologi, pekerja, daerah penghasil, dan emisi. Digitalisasi
terkait dengan data, infrastruktur, pendidikan, UMKM, keamanan siber,
platform, dan Al. Kesehatan terkait dengan pangan, lingkungan, perilaku,
layanan primer, rumah sakit, farmasi, data, dan pembiayaan.

Karena itu, Indonesia membutuhkan pendekatan misi. Beberapa misi
nasional yang dapat dipertimbangkan antara lain:

Pertama, misi pangan bergizi dan berkelanjutan. Tujuannya bukan
sekadar produksi pangan, tetapi pangan sehat, bergizi, terjangkau, dan
ekologis. Misi ini mencakup petani kecil, irigasi, benih, logistik dingin,
diversifikasi pangan lokal, teknologi pertanian, gizi anak, koperasi, dan
sistem data.

Kedua, misi energi bersih terjangkau. Indonesia perlu mempercepat
energi terbarukan sambil menjaga keterjangkauan energi bagi rumah
tangga miskin dan industri kecil. Misi ini mencakup PLTS atap, microgrid
pulau kecil, panas bumi, transmisi, penyimpanan energi, industri
komponen, dan transisi pekerja batu bara.

Ketiga, misi kesehatan preventif berbasis komunitas dan data. Sistem
kesehatan masa depan tidak boleh hanya berpusat pada rumah sakit,
tetapi pada pencegahan. Misi ini mencakup layanan primer, nutrisi, sanitasi,
skrining penyakit, data kesehatan, telemedicine, pendidikan kesehatan, dan
produksi alat kesehatan nasional.
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Keempat, misi pendidikan Al untuk semua. Al tidak boleh hanya menjadi
alat elite. Misi ini mencakup literasi Al, pelatihan guru, kurikulum etika
digital, platform pembelajaran terbuka, akses internet sekolah,
perlindungan data siswa, dan riset Al Indonesia.

Kelima, misi UMKM naik kelas dalam ekonomi digital. Digitalisasi
UMKM tidak cukup berarti masuk marketplace. UMKM perlu akses
pembiayaan, logistik, desain produk, data pasar, pembayaran digital,
pelatihan, perlindungan dari ketergantungan platform, dan koperasi digital.

Keenam, misi kota sehat dan rendah emisi. Kota Indonesia
membutuhkan transportasi publik, ruang hijau, kualitas udara, pengelolaan
sampah, perumahan layak, drainase ekologis, dan tata ruang yang
manusiawi.

Ketujuh, misi ekonomi biru berkeadilan. Laut Indonesia harus menjadi
sumber pangan, energi, pariwisata, karbon biru, dan biodiversitas yang
dikelola untuk nelayan kecil, masyarakat pesisir, dan generasi mendatang.

Misi-misi tersebut tidak boleh menjadi daftar keinginan. Masing-masing
harus memiliki target, indikator, aktor, anggaran, tata kelola, dan
mekanisme evaluasi.

13. Hilirisasi sebagai Misi: Dari Nilai Tambah ke Keadilan Tambah

Indonesia sedang mendorong hilirisasi sumber daya alam, terutama
mineral seperti nikel. Dalam kerangka Mission Economy, hilirisasi
seharusnya tidak hanya dipahami sebagai larangan ekspor bahan mentah
atau pembangunan smelter. Hilirisasi harus menjadi misi transformasi
produktif nasional.

Misi hilirisasi yang adil harus menjawab beberapa pertanyaan. Apakah nilai
tambah tinggal di Indonesia? Apakah terjadi transfer teknologi? Apakah
tenaga kerja Indonesia meningkat keterampilannya? Apakah universitas
dan lembaga riset terlibat? Apakah lingkungan dilindungi? Apakah daerah
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penghasil memperoleh manfaat? Apakah UMKM masuk rantai pasok?
Apakah pekerja dilindungi? Apakah energi yang dipakai rendah karbon?

Jika pertanyaan itu tidak dijawab, hilirisasi dapat berubah menjadi
ekstraktivisme baru. Indonesia mungkin mengekspor produk yang lebih
tinggi nilainya, tetapi tetap tidak menguasai teknologi, merek, desain, dan
pembiayaan. Dalam situasi itu, Indonesia hanya naik sedikit dalam rantai
nilai tetapi belum menjadi pusat inovasi.

Hilirisasi sebagai misi harus menggabungkan industri, riset, pendidikan
vokasi, standar lingkungan, pembiayaan, teknologi bersih, dan distribusi
manfaat. Negara dapat memberikan insentif, tetapi harus bersyarat.
Perusahaan yang mendapat fasilitas harus berkomitmen pada pelatihan,
transfer teknologi, audit lingkungan, penggunaan energi lebih bersih, dan
keterlibatan pemasok lokal.

Inilah makna “keadilan tambah”: bukan hanya nilai tambah ekonomi, tetapi
nilai tambah sosial, ekologis, dan institusional.

14. Digitalisasi sebagai Misi Keadilan

Digitalisasi sering dipahami sebagai modernisasi layanan dan efisiensi
bisnis. Namun, digitalisasi juga dapat memperbesar ketimpangan. Mereka
yang memiliki akses internet, perangkat, literasi, dan data akan maju lebih
cepat. Mereka yang tertinggal akan semakin sulit bersaing. Platform digital
dapat membantu UMKM, tetapi juga dapat membuat UMKM tergantung
pada algoritma, komisi, dan aturan sepihak.

Dalam kerangka misi, digitalisasi harus diarahkan untuk keadilan sosial.
Pertanyaannya bukan hanya berapa banyak transaksi digital, tetapi apakah
digitalisasi memperluas kesempatan. Apakah petani mendapat harga lebih
baik? Apakah nelayan mendapat informasi cuaca dan pasar? Apakah siswa
desa mendapat akses pembelajaran berkualitas? Apakah pasien daerah
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mendapat layanan kesehatan jarak jauh? Apakah UMKM memperoleh data
yang berguna? Apakah pekerja platform terlindungi?

Misi digital berkeadilan harus mencakup infrastruktur, literasi, regulasi data,
keamanan siber, kompetisi platform, perlindungan konsumen, dan
penguatan kapasitas lokal. Data warga harus diperlakukan sebagai aset
sosial yang perlu dilindungi, bukan sekadar bahan baku keuntungan
platform.

Al juga harus ditempatkan dalam kerangka misi. Al untuk pendidikan,
kesehatan, pertanian, iklim, dan pelayanan publik dapat sangat bermanfaat.
Namun, Al juga dapat menciptakan bias, pengawasan berlebihan,
pengangguran, dan konsentrasi kekuasaan. Karena itu, misi Al nasional
harus menggabungkan inovasi dengan etika, inklusi, transparansi, dan
perlindungan hak warga.

15. Pendidikan Tinggi dan Riset dalam Mission Economy

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam Mission Economy.
Universitas bukan hanya tempat menghasilkan gelar, tetapi pusat
pengetahuan, riset, kritik sosial, inovasi, dan pembentukan warga. Dalam
ekonomi berbasis misi, universitas harus terhubung dengan tantangan
publik.

Namun, hubungan universitas dengan misi tidak boleh direduksi menjadi
komersialisasi riset. Universitas harus tetap menjaga kebebasan akademik
dan kemampuan kritis. Misi publik justru membutuhkan ilmu yang
independen, lintas disiplin, dan berorientasi jangka panjang.

Perguruan tinggi dapat berperan dalam beberapa hal. Pertama,
menghasilkan riset dasar dan terapan untuk misi nasional. Kedua, mendidik
SDM yang mampu bekerja lintas bidang. Ketiga, menjadi laboratorium
kebijakan dan inovasi sosial. Keempat, membantu evaluasi independen
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terhadap kebijakan misi. Kelima, membangun kemitraan dengan daerah,
UMKM, sekolah, rumah sakit, industri, dan komunitas.

Misalnya, misi pangan berkelanjutan membutuhkan fakultas pertanian,
ekonomi, kesehatan masyarakat, teknik, data science, hukum, sosiologi,
dan manajemen. Misi energi bersih membutuhkan teknik elektro, geologi,
lingkungan, ekonomi, kebijakan publik, dan pendidikan vokasi. Misi
kesehatan preventif membutuhkan kedokteran, kesehatan masyarakat,
teknologi informasi, nutrisi, perilaku konsumen, dan manajemen rumah
sakit.

Dengan demikian, Mission Economy menuntut universitas keluar dari silo
disiplin. Tantangan publik tidak mengenal batas fakultas.

16. Tata Kelola Misi: Portofolio, Eksperimen, dan Evaluasi

Misi tidak dapat dijalankan seperti proyek birokratis linear. Tantangan sosial
bersifat kompleks dan penuh ketidakpastian. Karena itu, tata kelola misi
harus berbasis portofolio dan pembelajaran.

Portofolio berarti satu misi terdiri dari banyak eksperimen dan proyek yang
saling melengkapi. Misalnya, misi mengurangi stunting tidak hanya satu
program bantuan pangan. la mencakup air bersih, sanitasi, edukasi ibu,
layanan kesehatan primer, pangan lokal, data anak, bantuan sosial, dan
pemberdayaan ekonomi keluarga. Beberapa intervensi akan berhasil,
beberapa perlu diperbaiki, beberapa harus dihentikan.

Eksperimen berarti pemerintah tidak harus mengetahui semua jawaban
sejak awal. Yang penting adalah kemampuan belajar. Kebijakan diuji, data
dikumpulkan, hasil dievaluasi, dan strategi diperbaiki. Kegagalan bukan
alasan untuk berhenti, tetapi bahan pembelajaran, selama ada transparansi
dan akuntabilitas.

Evaluasi misi harus berbeda dari evaluasi proyek biasa. Evaluasi tidak cukup
hanya menilai serapan anggaran atau output administratif. Evaluasi harus
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menilai perubahan sistem: apakah emisi turun, apakah kesehatan membaik,
apakah UMKM naik kelas, apakah pekerja terlindungi, apakah ketimpangan
menurun, apakah kapasitas nasional meningkat.

OECD menyediakan online toolkit untuk membantu pembuat kebijakan
merancang, mengatur, dan mengimplementasikan kebijakan inovasi
berorientasi misi. (STIP Compass) Ini menunjukkan bahwa misi bukan hanya

gagasan normatif, tetapi membutuhkan perangkat praktis: desain, tata
kelola, pemangku kepentingan, pendanaan, pemantauan, dan evaluasi.

17. Etika Mission Economy: Menghindari Misi yang Salah

Tidak semua misi baik. Sebuah misi dapat diarahkan untuk tujuan yang
keliru, misalnya memperkuat pengawasan warga, memperbesar kekuatan
militer tanpa kontrol demokratis, atau mengejar pertumbuhan industri
yang merusak lingkungan. Karena itu, Mission Economy membutuhkan
etika.

Etika misi harus menjawab beberapa pertanyaan. Apakah misi tersebut
meningkatkan martabat manusia? Apakah misi melindungi kelompok
rentan? Apakah misi menjaga alam? Apakah misi memperluas demokrasi?
Apakah misi membagi manfaat secara adil? Apakah misi menghormati hak
warga? Apakah misi dapat dipertanggungjawabkan?

Misi yang baik harus memenuhi empat kriteria. Pertama, public purpose:
tujuan publiknya jelas. Kedua, inclusiveness: kelompok terdampak
dilibatkan. Ketiga, sustainability: dampak ekologis diperhitungkan.
Keempat, accountability: pelaksanaan dan hasilnya dapat diawasi.

Tanpa etika, misi dapat menjadi alat kekuasaan. Dengan etika, misi menjadi
instrumen transformasi sosial.
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18. Kerangka Kebijakan untuk Indonesia

Untuk menerapkan Mission Economy di Indonesia, diperlukan kerangka
kebijakan yang sistematis.

Pertama, pilih misi nasional yang terbatas tetapi strategis. Terlalu
banyak misi akan membuat fokus hilang. Indonesia perlu memilih
beberapa misi prioritas yang benar-benar lintas sektor, seperti pangan
bergizi, energi bersih, kesehatan preventif, pendidikan Al, UMKM digital,
kota rendah emisi, dan ekonomi biru.

Kedua, bentuk dewan miisi lintas kementerian dan lintas aktor. Dewan
ini harus melibatkan pemerintah pusat, daerah, universitas, BUMN, swasta,
koperasi, UMKM, masyarakat sipil, dan komunitas terdampak.

Ketiga, tetapkan target yang jelas dan berbatas waktu. Target harus
cukup ambisius tetapi realistis. Target harus mengukur hasil, bukan sekadar
input.

Keempat, bangun portofolio kebijakan. Setiap misi harus memiliki
kombinasi riset, pendidikan, industri, pembiayaan, regulasi, pengadaan
publik, dan perlindungan sosial.

Kelima, gunakan pengadaan publik sebagai instrumen inovasi.
Pemerintah adalah pembeli besar. Pengadaan dapat diarahkan untuk
produk sehat, energi bersih, teknologi lokal, dan layanan publik berkualitas.

Keenam, terapkan syarat publik pada insentif. Setiap subsidi, tax
holiday, konsesi, atau dukungan negara harus disertai kewajiban nilai
publik.

Ketujuh, bangun sistem data terbuka dan evaluasi independen. Publik
harus dapat melihat kemajuan misi, penggunaan anggaran, dampak sosial,
dan dampak ekologis.

Kedelapan, lindungi kelompok rentan. Setiap misi harus memiliki
komponen keadilan sosial: akses, perlindungan pekerja, pelatihan, harga
terjangkau, dan partisipasi.
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Kesembilan, perkuat kapasitas birokrasi. Negara harus memiliki analis
kebijakan, ahli data, ahli teknologi, manajer portofolio, negosiator kontrak,
dan evaluator publik.

Kesepuluh, jadikan misi sebagai gerakan nasional pembelajaran. Misi
bukan hanya program pemerintah, tetapi proses bersama yang melibatkan
sekolah, kampus, komunitas, industri, media, dan warga.

19. Penutup: Inovasi sebagai Jalan Keadilan

Mission Economy mengajak kita mengubah pertanyaan dasar
pembangunan. Bukan lagi hanya “bagaimana ekonomi tumbuh?”, tetapi
“untuk tujuan apa ekonomi diarahkan?” Bukan hanya “bagaimana inovasi
dikomersialkan?”, tetapi “masalah publik apa yang diselesaikan?” Bukan
hanya “berapa besar investasi masuk?”, tetapi “nilai publik apa yang
tercipta?” Bukan hanya “berapa banyak teknologi baru?”, tetapi “siapa yang
memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko?”

Keadilan sosial harus menjadi pusat inovasi. Tanpa keadilan, inovasi dapat
memperkuat ketimpangan. Tanpa arah publik, inovasi dapat melayani
kebutuhan sempit pasar dan mengabaikan kebutuhan luas masyarakat.
Tanpa negara berkapasitas, inovasi strategis sulit berkembang. Tanpa
partisipasi warga, misi publik dapat kehilangan legitimasi.

Bagi Indonesia, Mission Economy menawarkan cara berpikir yang sangat
relevan. Negara besar dengan sumber daya besar, populasi besar,
tantangan sosial besar, dan peluang teknologi besar membutuhkan
strategi pembangunan yang lebih dari sekadar deregulasi dan investasi.
Indonesia membutuhkan misi bersama: pangan bergizi, energi bersih,
pendidikan Al, kesehatan preventif, UMKM digital, kota manusiawi, laut
lestari, dan hilirisasi berkeadilan.

Pada akhirnya, inovasi terbesar bukan hanya penemuan teknologi baruy,
tetapi kemampuan masyarakat mengarahkan teknologi untuk tujuan
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manusiawi. Ekonomi misi adalah undangan untuk membangun kembali
hubungan antara negara, pasar, ilmu pengetahuan, masyarakat, dan alam.
Kesejahteraan bersama tidak akan lahir dari inovasi yang berjalan tanpa
arah. la lahir dari inovasi yang dipandu oleh keadilan, dibiayai dengan
keberanian publik, dijalankan dengan akuntabilitas, dan dibagikan
manfaatnya kepada seluruh masyarakat.

Glossarium

Akuntabilitas publik

Kewajiban lembaga publik dan mitra swasta untuk
mempertanggungjawabkan keputusan, penggunaan sumber daya, dan
dampak kebijakan kepada masyarakat.

Conditionality

Syarat yang melekat pada dukungan publik, seperti subsidi, insentif,
kontrak, atau pembiayaan, agar penerima dukungan menghasilkan nilai
publik.

Dynamic capabilities
Kemampuan organisasi, termasuk negara, untuk belajar, beradaptasi,
mengoordinasikan sumber daya, dan merespons perubahan kompleks.

Entrepreneurial state
Konsep negara kewirausahaan yang berani mengambil risiko strategis,
membiayai inovasi awal, dan membentuk pasar untuk tujuan publik.

Keadilan akses
Prinsip bahwa hasil inovasi, layanan publik, dan peluang ekonomi harus
dapat dijangkau oleh seluruh kelompok masyarakat.
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Keadilan distribusi
Prinsip bahwa manfaat dan beban pembangunan harus dibagi secara adil,
terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat terdampak.

Kebijakan berbasis misi
Kebijakan yang menetapkan tujuan publik yang jelas, ambisius, terukur,
dan berbatas waktu untuk menggerakkan inovasi lintas sektor.

Market failure

Kondisi ketika pasar gagal menghasilkan hasil yang efisien atau adil,
misalnya karena eksternalitas, monopoli, asimetri informasi, atau barang
publik.

Market shaping
Peran negara dan institusi publik dalam membentuk arah pasar, bukan
hanya memperbaiki kegagalan pasar.

Mission Economy
Paradigma ekonomi yang mengarahkan inovasi, investasi, regulasi, dan
kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan tantangan besar masyarakat.

Mission-oriented innovation policy
Kebijakan inovasi yang berorientasi pada misi sosial tertentu, seperti energi
bersih, kesehatan publik, pangan berkelanjutan, atau kota rendah emisi.

Nilai publik / public value
Nilai yang diukur dari manfaat sosial, ekologis, demokratis, dan
kesejahteraan kolektif, bukan hanya dari harga pasar atau laba privat.

Portofolio misi
Kumpulan program, eksperimen, proyek, investasi, dan regulasi yang saling
mendukung untuk mencapai tujuan misi.

Predistribusi
Upaya membangun keadilan sejak proses penciptaan nilai, bukan hanya
melakukan redistribusi setelah ketimpangan terjadi.
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Public purpose
Tujuan publik yang memberi arah moral dan sosial bagi kebijakan, inovasi,
dan investasi.

Regulatory capture
Kondisi ketika regulator atau kebijakan publik dipengaruhi oleh
kepentingan kelompok yang seharusnya diawasi.

Risk-reward sharing
Prinsip bahwa risiko dan hasil dari inovasi yang didukung publik harus
dibagi secara adil antara negara, swasta, dan masyarakat.

SDGs

Sustainable Development Goals, yaitu 17 tujuan pembangunan
berkelanjutan PBB yang mencakup agenda sosial, ekonomi, lingkungan,
dan tata kelola.

Value creation
Penciptaan nilai nyata yang meningkatkan kapasitas produktif, sosial,
ekologis, dan kesejahteraan masyarakat.

Value extraction
Pengambilan nilai dari ekonomi tanpa kontribusi produktif atau sosial yang
sepadan.
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